
60 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan 

sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Peran notaris dalam suatu tindakan pengambil alihan saham Perseroan 

Terbatas adalah Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dari 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya, Membuat Akta Berita Acara atau Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham yang 

menyetujui penjualan saham yang menyebabkan terjadinya tindakan 

pengambilalihan saham, Membuat akta jual beli saham sehubungan 

dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara 

langsung dari pemegang saham, Melakukan pemberitahuan perubahan 

pemegang saham Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham 

Perseroan Terbatas 

2. Dalam tahapan ini moral dan etika Notaris dipertaruhkan dalam wujud 

kinerjanya yang transparan kepada para penghadap maupun kepada 

steakholder yang terkait dengan pembuatan akta akuisisi tersebut dalam 

hal biaya dan waktu pelaksanaan pembuatan akta akuisisi tersebut, baik 
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tentang permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar. Selanjutnya 

Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hal lalai untuk melaksanakan 

tugasnya dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas 

secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar. Pelanggaran 

atas persyaratan-persyaratan yang ditentukan. 

b. Saran 

Sesuai dengan hasil temuan oleh penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang tata 

cara penentuan harga saham yang wajib dibeli dengan harga yang wajar 

oleh perseroan yang akan mengambil alih dari pemegang saham minoritas 

yang tidak menyetujui dilakukan akuisisi, maka seyogyanya persoalan 

sistem dan mekanisme serta tata cara penentuan harga saham yang wajar 

perlu diatur secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perdebatan 

dan/atau sengketa dikemudian hari. 

2. Sehubungan dengan adanya peranan Notaris yang cukup penting dalam 

proses pelaksanaan akuisisi, maka dalam rangka meminimalisasi 

terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta makuisisi, diperlukan adanya 

suatu pendidikan khusus dalam bentuk upgrading atau pembekalan bagi 

para Notaris untuk menguasai persoalan akuisisi beserta akta-akta otentik 

yang harus dibuat oleh Notaris berkaitan dengan proses pelaksanaan 

akuisisi. 
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